BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR /Y TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 7 ( TUJUH ) RAPERDA MENJADI PERATURAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa amanat Pasal 11 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten

Mengingat

0 1.

Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk
mendapatkan persetujuan bersama;

bahwa 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Non APBD
Tahun 2020 yang berasal dari Bupati telah dibahas bersama
dengan DPRD dan Bupati untuk mendapat persetujuan
bersama;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah — Daerah Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;



10.

11,

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19,

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim
Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara;

Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronoik;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
ke dua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah,

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana,;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermontor di Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi;



Menetapkan:
KESATU

20.

21.

22,

23.

24,

2

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Komunikasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Perhubungan Mengenai Jasa Penerbitan
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermontor;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;

29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

: Menyetujui Penetapan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang tentang :

s

No oA

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomonikasi;

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermontor;

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang;
Penyelenggaraan Perpustakaan;

Penyelenggaraan Kearsipan,



KEDUA

KETIGA

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Ket

UPAPBI



